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KATA PENGANTAR 

                     Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melim-

pahkan rahmat dan karunianya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Solok dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Re-

publik Indonesia Nlomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja In-

stansi Pemerintah. 

                      Penyusunan Laporan KInerja berpedoman pada Peraturan Mnteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Riviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupa-

kan implementasi Sistim kenerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penye-

lenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam 

mewujutkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Solok. 

                    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Rencana  Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabu-

paten  Solok dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026  hal ini sebagai perwujudan 

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan 

Good Govermance dan Clean Government. 

                   Hasil pencapaian kinerja  Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keba-

karan Kabupaten Solok tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua aparatur 

dan pihak-pihak terkait baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun 

pengawasannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bahan masukan untuk penyemprnaan dan 

meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pe merintahan, pelayanan kepada 

masyarakat. 

                                                                                                           Arosuka,       Pebruari 2022 

                                                                                             Kepala  

 

                                                                                            ELLAFKI,S.Pd.MM 
                                                                                          NIP.196911122000121002                                            
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

           Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggung jawaban 

pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan 

setiap kegiatan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban disusun dalam bentuk 

laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

        Akuntabilitas tersebut ditunjukan dengan pengukuran kinerja, mencakup 

ketercapaian Visi, Misi, tujuan dan agenda pembangunan. Akuntabilitas juga 

menghendaki pengungkapan data dan fakta ketercapaian target – target secara 

okjektif dan jujur. 

        Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok berartii 

pengukuran ketercapaian Visi , Misi dan Tujuan agenda pembangunan yang 

tertuang  dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 

2021-2026, Rencana Strategis 2021-2026 dan rencana kerja 2021 Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Dengan demikian yang 

akan diukur tersebut adalah tercapainya Visi Kabupatan Solok “ MAMBANGKIT 

BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI 

SUMATERA BARAT “ yang dicapai melalui Misi,Tujuan dan Sasaran Strategis serta 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengindikasikan  sasaran strategis tersebut. 

       Setelah dilakukan pengukuran terhadap   sasaran strategis dan indikator 

kinerja utama tersebut, sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 dan diperoleh hasil dengan kategori 

baik  pada ke lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui 

perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran dengan Bupati Solok Tahun  2021. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Good governance merupakan persyarat bagi setiap pemeritahan untuk 

mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan 

serta  cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menciptakan Good 

Governance diperlukan penerapan sistim petanggung jawaban yang tepat, jelas, 

terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan  

bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun 

pengertian Good Governance adalah merupakan proses penyelenggaraan 

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services 

disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek 

terbaiknya disebut ́ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Untuk itu agar 

“ good governance “ dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka 

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah,private 

sector dan masyarakat. Good Governance  yang efektif menuntut adanya  “ 

alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan 

moral yang tinggi.  

Akuntabilitas  didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, 

akuntabilitas intansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan 

dengan hal tersebut, sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan 

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang hal yang sama telah diterbitkan instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan 

Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
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Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun  1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah dan 

SKPD sebagai instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati, sebagai perwujudan kewajiban suatu 

Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi, dan perannya dalam pengeloaan sumber daya dan kebijakan yang 

dipercayakan kepada organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir 

anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka 

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 

setiap instansi Pemerintah,berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang memadai. 

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong 

terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP 

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu 

memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan 

daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Inpres Nomor 

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan 

LKjIP  Tahun 2021 berdasarkan pada Indikator (Inputs, output dan autcomes), 

juga diatur mengenai metode, mekenisme dan tatacara pelaporannya. Oleh kerena 

itu laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan  oleh instansi Pemerintah 

kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP  ini merupakan hasil kegiatan 

Tahun  Anggaran 2021.  

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2016, Tugas Pokok dan 

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok 

yaitu: 

1. Tugas Pokok 

 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mem-

bantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan 
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bidang ketentraman, perlindungan masyarakat  dan ketertiban umum dan 

pemadam kebakaran.    

2. Fungsi  

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tu-

gas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

A. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan  masyarakat dan pemadam kebakaran 

B. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan  pemadam kebakaran. 

C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban 

umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 

D. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar 

E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

C.  Struktur Organisasi 

Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 

dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :  

- Plt.Kepala Satuan : ALKAMRA ADLIS, SH.MM 

- Sekretaris : ALKAMRA ADLIS, SH.MM 

 • Plh.Sub.Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

• Sub.Bagian Peencanaan Monev 

dan Pelaporan 

• Sub.Bagian Keuangan 

: 

 

: 

 

: 

Sultriadi,AMd 

 

SRI MARYANTI 

 

NASDIARTISNI 

- Bidang Tibumtranmas : JHONI.S.Sos.MM 

 • Plh.Seksi Operasional dan 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah 

• Seksi Pengendalian Ketertiban 

Umum 

• Plh.Seksi Intelijen 

: 

 

 

: 

 

: 

RONI NOVRIADI,SH 

 

 

SYUKRIL,S.Sos 

 

FERI HENDRA.S.Sos 

- Bidang Penegak Peraturan Daerah : RUBY EKA PUTRAN,SE.MM 
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 • Seksi Penindakan Peraturan 

Daerah 

• Seksi Kerjasama 

• Seksi Penyidikan dan 

Pembinaan PPNS 

: 

 

: 

: 

 

- 

 

- 

TOPAN HARDIA M, SH 

- Bidang Perlindungan Masyarakat : SALMAH,S.Pd.MM 

 • Seksi Satuan Perlindungan 

Masyarakat 

• Seksi Pembinaan dan 

Penyuluhan 

• Seksi Bina Potensi Masyarakat 

: 

 

: 

 

: 

 

ANTONIUS, SE 

 

ZONDRI OKI, SH 

 

HERMAN 

- Bidang Pemadam Kebakaran : MARLAINI, SPd.MM 

 • Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian 

• Seksi Sarana dan Prasarana 

• Seksi KeselamatanKebakaran 

: 

 

: 

: 

- 

 

ROBBY RAHMAT, SST 

ISMUL PUTRA,S.Sos 
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Gambar 1.1  Struktur organisasi 
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Jumlah Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Solok sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 245 

orang dengan rincian pada tabel 2.1 

 

                                                                              Tabel 2.1 

                                            Komposisi Pegawai menurut jenis kelamin 

No Uraian Laki-laki Perempuan 

1. Kepala Satpol PP dan Damkar 1 0 

2. Sekretariat 3 6 

3. Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman 

Masyarakat 

11 1 

4. Bidang Penegakan Perda 7 1 

5. Bidang  Perlindungan Masyarakat 6 0 

6. Bidang Pemadam kebakaran 12 4 

 Total 40 12 

 

Aparatur Satpol PP dan Damkar jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah laki-laki 

lebih banyak dari perempuan, dimana aparatur Laki-laki berjumlah 40 orang atau 76,92  

%  dan Perempuan berjumlah 12 orang atau 23,08 % dari total aparatur yang ada. Kondisi 

ini bisa diakibatkan karena kondisi kerja pada Satpol PP dan Damkar sebagai 

Penyelenggara Ketentratraman dan ketertiban umum masyarakat dan Penegakan 

Peraturan Daerah serta Pemadam kebakaran, sehingga lebih banyak membutuhkan 

aparatur laki-laki. Komposisi aparatur Satpol PP dan Damkar berdasarkan kelamin 

dilihat pada Grafik  2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,92%

23,08%

ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki perempuan
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Latar belakang  golongan  aparatur yaitu dapat dilihat pada tabil kerikut 2.3  

Tabel 2.3 

 

Tabel 2.3 

Jumlah ASN  Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan Tahun 2021 

Sumber : DUK Satpul dan Damkar 2021 

Berdasarkan Golongan aparatur Satpol PP dan Damkar di dominasi oleh 

Golongan II sebanyak 26 orang atau 50%, sedangkan Gol IV sebanyal 3 orang atau 5,77% 

dan  aparatur Gol III sebanyak 23 orang atau 44,23%. Adapun komposisi aparatur Satpol 

PP dan Dankar berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Grafik 2.3    

                      

 

Grafik. 2.3 

ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan 

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar 

penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya 

6%

44,23%; 44%50%; 50%

ASN SATPOL PP DAMKAR BERDASARKAN GOLONGAN

Gol IV Gol III Gol II

No. Uraian Gol IV Gol III Gol.II Jumlah 

1. Kepala Satpol PP dan Damkar 1   1 

2. Sekretariat  5 4 9 

3. Bidang Ketertiban Umum dan 

ketentraman Masyarakat 

1 3 8 12 

4. Bidang Penegakan Perda 1 7  8 

5. Bidang  Perlindungan 

Masyarakat 

 4 2 6 

6. Bidang Pemadam kebakaran  4 12 16 

 Total 3 23 26 52 
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pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi 

ilmu yang dimiliki ASN. Adapun jumlah aparatur Satpol PP dan Damkar berdasarkan 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan Gambar 2.4 

Tabel 2.4. 

ASN Satpol  PP dan Damkar berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase ( % ) 

S2 5 9,6 

S1 17 32,70 

D3 7 13,47 

SLTA 22 42,31 

SLTP 1 1,92 

 

Aparatur Satpol PP dan Damkar berasal dai berbagai displin  ilmu yang berbeda-

beda, aparatur yang terbanyak dari tingkat Pendidikan SLTA berjumlah 22 orang atau 

sebesar 42,315  hal ini disebabkan karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satpol PP dan 

Pemadam kebakran sebagai Penyelenggara Ketentraman dan ketertiban umum 

manyarakat dan Pemadam kebakaran, lebih banyak membutuhkan tenaga Pengamanan 

dan Pemadam kebakaran. Adapun komposisi aparatur Datpol PP Dan Damkar dapat 

dilihat pada grafik 2.4  
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D. Peran Strategis dan isu strategis  

        Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran kabupaten Solok merupa-

kan garda terdepan dalam pemeliharaan  Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Masyarakat serta penegakan Perda, Perkada,  penegakan  tidak akan berjalan optimal 

tanpa adanya aparatur yang mengawal,  Perda dan Perkada tersebut dilaksanakan 

serta dipatuhi oleh masyarakat, badan hukum maupun aparatur itu sendiri, dan 

melaksanakan Pemadam Kebakaran. 

         Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan undang-undang No.23 

Tahun 2014  Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan  wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar yang harus di selenggarakan dan menjadi tugas dari kepala 

daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok se-

bagai  penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan 

Perkada serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemadam keba-

karan   

Dari permasalahan permasalahan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan  pemadan kebakaran 

maka dapat ditentukan isu-isu strategis  yang dihadapi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Solok, sebagai berikut:  

1. Rendahnya rasio personil Satpol PP yang berkualitas PPNS dibandingkan jumlah 

penduduk. 

2. Rendahnya cakupan Patroli Petugas Satpol PP sehingga meningkatnya 

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. 

3. Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding 

dengan pos pelayanan kebakaran yang ada. 

4. Kurangnya Sosialisasi tentang layanan Informasi Kebakaran. 

5. Terbatasnya ketersediaan unit pemadam kebakaran. 

 

E. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 

Penyusunan Laporan  kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 dimaksudkan untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan  sasaran dengan strategi berupa kebijakan yang telah 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok 
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Tahun 2021  yang ditujukan kepada Bupati Solok sebagai bahan dukungan untuk 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok 

Tahun Anggaran 2021. 

Tujuan Penyusunan  Laporan Akntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 

secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas Instansi kepada pihak-

pihak yang membuat mandat, dan tercapainya sistim pencapaian akuntabilitas 

yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, serta meningkatkan 

Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan misi tujuan akhir dari 

penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat tercapainya Pemerintahan yang Baik 

(Good Governance) menuju masyarakat sejahtera, adapun maksud dan tujuan dari 

laporan Tahunan ini adalah: 

a. Mendapatkan gambaran pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi. 

b. Agar terakumulasinya data dan masalah yang dihadapi.  

c. Menambah wawasan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

dimasa yang  akan datang. 

d. Dapat menjadi pedoman bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

dimasa yang akan datang. 

F.       Sasaran 

Untuk mencapai maksud dan tujuan secara baik perlu adanya sasaran yang jelas 

sehingga mampu menjadi kegiatan yang lebih efektif sebagai berikut : 

a. Semua personil yang ada pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran dapat secara baik menjalankan tugas dan fungsi yang 

telah diberikan. 

b. Fasilitas yang telah diberikan oleh kantor dapat dimaxsimalkan mungkin 

secara efektif dan efisien. 

 

G. Sistim  Penyajian  

   LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok 

ini pada dasarnya adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja 

Pemerintah Kabupaten Solok selama Tahun  2021, Penyusunan LKjIP di mulai 

dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi  dan 

Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan dan Sub 
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kegiatan dengan rencananya, yaitu pencapaian kinerja (Performance Plan) Tahun  

2021 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. 

   Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan 

menghasilakan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan 

rencana kinerja, ataupun menghasilkan ketidak sesuaian / kegagalan berupa 

sejumlah celah kinerja (Peformance gap) yang merupakan umpan balik untuk 

perbaikan atas kekurangan /kelemahan pada masa yang akan datang. 

   Dengan demikian penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 disusun dengan sitimatika 

sebagai berikut : 

DAFTAR ISI            

BAB I  PENDAHULUAN : 

Latar belakang, fungsi dan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi  

sumberdaya aparatur dan tujuan penyusunan LKjIP, sasaran, sarana dan 

prasarana, peran strategis dan isu-isu strategis serta sistmatika  penyajian.      

BAB II PERENCANAAN KINERJA : 

Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Indikator Kinerja utama dan penetapan 

kinerja. 

BAB III AKUNTABILITAS KINEREJA : 

A. CAPAIAN KINERJA 

Menyajikan pengukuran capaian kinerja Tahun 2021, pencapaian strategis Tahun 

2021 dan akuntabilitas keuangan. 

B. REALISASI ANGGARAN 

BAB IV PENUTUP : 

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan 

masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang. 

LAMPIRAN -  LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN  KINERJA  

 

A.  Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dalam sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan 

strategis merupakan langkah awal yang  harus dilakukan oleh instansi pemerintah 

agar mampu menjawab tuntutan  lingkungan strategis lokal, nasional, global dan 

tetap berada dalam tatanan Sistim Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Damkar lebih dapat menyelaraskan Visi Dan Misi nya dengan 

Potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas 

kinerjanya.  

Rencana straregis merupakan proses sistimatis dan berkelanjutan dari 

pengambilan keputusan yang berisiko  tentang masa depan, dengan memamfaatkan 

sebanyak banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengkoordinasikan secara  

sistimatis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut  serta mengukur hasilnya 

melalui umpan balik yang terorganisasi  dan sistimatis. 

Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Intasi Pemerintah) Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021  mengacu pada 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Rencana 

Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 

2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk lima tahun 

sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah yang berdpedoman kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan 

Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2017 tentang Tatacara 

Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah, RPJMD merupakan bagian Integral Rencana Pembangunan Nasional. 

RPJMD Tahun  2021-2026   secara umum bertujuan untuk memberikan arah 

dan tututan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima 

tahun. Secara khusus, RPJMD bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman 

kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan menjadi pedoman 
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dalam penyusunan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran. 

 

1. Visi 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang  Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Visi berkaitan dengan 

pandangan ke depan menyangkut kemana Satuan Pilisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara 

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Merujuk kepada Visi  

tersebut, maka Visi   Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yaitu: ‘’MEMBANGKIT 

BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI 

SUMATERA BARAT’.’ 

Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis 

yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat 

melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Hal ini juga ditunjang oleh 

kepemerintahan yang baik dengan terselenggaranya prinsip-prinsip transparansi, 

partisipasi, demokratis, akuntabel, efisien, responsif, penegakan hukum, 

berorientasi pada  membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Kepemerintahan yang baik ( good gevornance ) ditunjukan oleh birokrasi yang 

secara aktif melakukan intervensi di wilayah hulu sehingga tercipta situasi 

persaingan yang lebih adil. 

2. Misi  

Upaya untuk mewujutkan Visi Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 

dirumuskan Dalam  Misi   Kabupaten Solok  tersebut Satpol PP dan Damkar 

melaksanakan misi No 4 RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 yaitu 

Mewujutkan Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

3.Tujuan 

      Tujuan merupakan penjabaran atau impelementasi dari ditetapkan Visi dan 

Misi   RPJMD jangka menengah 2021-2026 yang akan dicapai dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

melaksanakan misi Nomor 4 (lima) RPJMD yaitu Mewujutkan Penyelenggaranaan 

Tatakelola Pemerintahan yan Baik dan Bersih” 
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Dari visi dan misi tersebut, terdapat (2) dua tujuan besar yang ingin dicapai 

selama tahun 2021-2026 yaitu : 

 

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik. 

 2. Meningkatkan akuntabuilitas dan kinerja Birokrasi. 

            
4. Sasaran 

Berdasarkan konsep diatas, sasaran utama Satuan Polisi Pamong Praja dan    

Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok adalah : 

1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat 

2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan 

pemadam kebakaran. 

              Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan 

tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Solok pada tabel 2.1 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LKJIP Satpol PP dan DAMKAR 18 
 

                                                                          Tabel 2.1  Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran 

 

 

No Tujuan Sasaran Indikator Tujun/Sasaran 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 

1  

(2021) 

2 

(2022) 

3  

(2023) 

4 

(2024) 

5 

(2025) 

    6  

(2026) 

1. Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

publik 

 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,24 3,45 3,51 3,55 3,60 3,65 

Peningkatan  ketentraman 

dan Ketertiban umum serta  

perlindungan  masyarakat  

Persentase Penegakan  PERDA   100 100 100 100 100 100 

Persentase Cakupan Petugas 

Perlindungan Masyarakat (limnas) 
87,97 88,51 89,19 90,54 91,89 91,89 

  
Meningkatnya  Ketahanan 

Masyarakat terhadap bahaya 

kebakaran 

Persentase Cakupan Pelayanan 

bencana kebakaran kabupaten /kota 
44,44 44,44 55,55 66,66 66,66 66,66 

  

Persentase Tingkat waktu tanggap 

(response time rate) daerah layanan 

Wilayah Manajemen Kebakaran  

(WMK) 

100 100 100 100 100 100 

2 Meningkatkan 

akuntabilitas 

dan kinerja 

birokrasi 

 Nilai Akuntabilitas Kinerja  (BB) 

77 

(BB) 

78 

(BB) 

79 

(A) 

80 

(A) 

81 

(A) 

82 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan ketentraman 

ketertiban umum dan 

pemadam kebakaran 

Indeks Kepuasan Aparatur 

2,51  2,75  2,80  3,24  3,34  3,53  
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B. Indikator Kinerja Utama 

  Pada dasarnya rencana kinerja (Perfomance Plan) Tahun 2021 

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok selama Tahun 2021. Target kinerja 

merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2021 dari 

semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat 

sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan umpan balik 

dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi rencana 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok 

pada  Tahun 2021. 

Berikut tabel Kinerja Utama, dan Formulasi Pengukuran beserta kriteria 

indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten 

Solok Tahun 2021 sebagai berikut :  

 

                                                              Tabel 2.2 

                         Indikator Kinerja Utama, dan Formulasi Pengukuran Satpol                    
PP dan Damkar Tahun 2021  

No Sasaran Trategis 
Inikator 

Kinerja Utama 
Satu
an 

Formulasi cara 
pengukuran 

Sumber 
data 

Keterangan 

1. Peningkatan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
serta 
perlindungan 
masyarakat 

Indeks 
kepuasan 
Masyarakat 

Nilai Nilai  rata-rata unsur 
pelayanan 

Satpol 
PP dan 
Damkar 

Pengukuran 
IKM 
dilakukan 
melaui hasil 
survei 9 
kriteria SKM 
oleh pihak 
internal 

  Persentase 
penegakan 
Perda 

% Jumlah laporan 
pelanggaran  yang 
deselesaikan x 100% 
Jumlah laporan 
pelanggaran  

Satpol 
PP dan 
Damkar 

Penyelsaian 
Pelanggaran 
Perda 
melalui cara 
Penertiban 
dan 
Pembinaan 
serta 
Pembongkar
an. 

  Persentase 
Cakupan 
Petugas 
perlindungan 
Masyarakat 

% Jumlah Linmas yang 
ada    X 100% 
Jumlah target Linmas 

Satpol 
PP dan 
Damkar 

Kriterianya 
adalah 
jumlah 
linmas yang 
ada/aktif 
yang sesuai 
dengan surat 
keputusan 
Bupati 
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2. Meningkatnya 
ketahanan 
masyarakat 
terhadap bahaya 
kebakaran 

Persentase 
Cakupan 
Pelayanan 
bencana 
kebakaran 
dalam 
Kabupatan/Ko
ta 

% Jumlah Pos 
Pelayanan  X 100% 
Jumlah penanganan 
kebakaran dalam 
WMK 

Satpol 
PP dan 
Damkar 

Kriterianya 
adalah Pos  
Pemadam 
yang ada 
sekarang 

  Persentase 
Tingkat Waktu 
Tanggap 
(Response 
time rate) 
daerah  
layanan 
wilayah 
manajemen 
kebakaran 

% Jumlah layanan 
pemadam kebakaran 
dalam tingkat waktu 
Tanggap oleh 
pemadam kebakaran 
dan  
Relawan kebakaran 
Jumlah seluruh 
kejadian Kebakaran 

Satpol 
PP  dan 
Damkar 

Layanan 
pemadam 
kebakaran 
yang 
dilakukan 
oleh 
Pemadam 
Kebakaran 
dan 
kelompok 
siaga 
kebakaran 

3. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
ketentraman 
ketertiban umum 
dan pem 

Nilai 
akuntabilitas 
kinerja 

Nilai Jumlah Nilai 
akuntabilitas Kinerja 
SKPD 

Satpol 
PP dan 
Damkar 

Pengukuran 
nilai 
akuntabilitas 
kinerja oleh 
Inpektorat 
Kab.Solok. 

  Indeks 
Kepuasan 
Aparatur 

Nilai Nilai  Indeks kepusan 
Aparatur  

Satpol 
PP dan 
Damkar 

Pengukuran 
Nilai 
kepuasan 
aparatur 
oleh pihak 
internal 
Satpol PP 
dan Damkar 
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       Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama SKPD 

No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

pada 
akhir 

periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
kinerja 

pada 
akhir 

periode 
RPJMD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Indeks Kepuasaan 

Masyarakat (IKM) 
3,24 3,45 3,51 3,55 3,60 3,65 3,65 

2. Persentase 

Penegakan  PERDA   
100 100 100 100 100 100 100 

3. Persentase Cakupan 

Petugas 

Perlindungan 

Masyarakat (limnas) 

87,97 88,51 89,19 90,54 91,89 91,89 91,89 

4. Persentase Cakupan 

Pelayanan bencana 

kebakaran 

kabupaten /kota 

44,44 44,44 55,55 66,66 66,66 66,66 66,66 

5. Persentase Tingkat 

waktu tanggap ( 

response time rate) 

daerah layanan 

wilayah manajemen 

kebakaran  (WMK) 

100 100 100 100 100 100 100 

6. Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Satpol PP 

dan Damkar 

77 (BB) 78 (BB) 
79 

(BB) 

80 

(A) 
81 (A) 

82 

(A) 
82(A) 

7. Indeks Kepuasan 

Aparatur 2,51  2,75  2,80  3,24  3,34  3,53  3,53 

       

C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kenerja sebabagai perencanaan kinerja tahunan yang sangat 

penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan wahana proses tentang memberikan persfektif mengenai apa yang 

ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat 

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yng dibiayai dari sumebrdana 
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terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengelola Program dan kegiatan instansi akan lebih baik. Penyusunan 

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Solok tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Satpol PP dan 

Damkar tahun 2021-2026, rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 dan Renja 

Tahun 2021, Satpol PP dan Damkar Tahun 2021. Untuk melaksanakan kinerja 

tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung 

dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan terlihat pada tabel 2.4 sebagai 

berikut : 

                                                                               Tabel 2.4  
                                      PROGRAM DAN KEGIATAN 

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN JUMLAH 

Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.748.469.9180 

Kegiatan :       
  Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 

 

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

79.312.000 

Kegiatan :         
Administrasi Keuangan daearah 

 

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.217.761.528 

Kegiatan :        
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

4.482.500 

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.967.000 

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.154.500 

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.004.500 

Kegiatan :           
 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 

 

Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

10.250.000 

Kegiatan :          
Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 

 

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.338.152 

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.800.000 

Kegiatan :      
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

222.650.000 

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

5.739.000 

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi  
Saran dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainya 

12.210.000 

PROGRAM  :  Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 2.440.339.450 

Kegiatan :        Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 



LKJIP Satpol PP dan DAMKAR 23 
 

Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum melalui Deteksi  Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan  
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawalan  

2.372.288.500 

Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 

25.613.500 

Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik 
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

42.437.450 

Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan 
Penyelamatan Non Kebakaran dalam Kabupaten/ Kota 

2.192.922.500 

Kegiatan :         
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan 
bahan berbahaya dan reracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota 

 

Sub kegiatan  Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota 2.166.482.500 

Kegiatan :    
Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran 

 

Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 

26.440.000 

 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra  

Tahun 2021-2026, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 

berikut tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021 : 

 

                                              Tabel 2.5 
        Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Peningkatan ketentraman dan 

ketertiban umum masyarakat 

serta perlindungan  

masyarakat 

 

 

Meningkatnya ketahanan 

masyarakat terhadap bahaya 

kebakaran 

 

 

 

 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan ketentraman, 

ketertiban umum dan 

pemadam kebakaran 

- Indeks Kepuasam Masyarakat 

(IKM) 

- Persentase Penegakan Perda 

- Persentase Cakupan Petugas 

Perlindungan masyarakat 

 

- Persentase Cakupan pelayanan 

bencana kebakaran dalam 

kabupaten/kota 

- Persentase Tingkat waktu tanggap 

(response time rate) daerah 

layanan manajemen kebakaran  

(WMK) 

 

- Nilai Akuntabilitas Kinerja 

- Indeks Kepuasan Aparatur 

 

 

 

3,24 

 

100 

87,97 

 

 

44,44 

 

 

100 

 

 

 

77(BB) 

2,51 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

                Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang 

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. 

                Pemerintah Kabupaten Solok selaku pengemban amanah masyarakat 

Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok yang dibuat sesuai ketentuan 

yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntrabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Tanggal 

25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

                Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai  tingkat 

pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah 

dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021. 

 

Kerangka Pengukuran Kinerja 

         Untuk mempermudah Interprestasi atas  pencapaian  sasaran dan program 

/kegiatan serta Indikator Makro diberlakukan nilai serta makna dari nilai 

pengukuran kinerja sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Pengukuran Capaian Kinerja 

No. Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian kinerja 

1.  85% - 100 % Sangat Baik 

2. 70% - <85% Baik 

3.  55% - <70% Sedang 

4. <55% Kurang Baik 

Sumber   : Modul 4 Sosialisasi Sistim Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 
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A.  Capaian Kinerja 

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan kebakaran  telah 

melaksanakan fungsi dan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan 

saran yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Solok tahun 2021-2026, 

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan, dan tingkat capaian indikator 

kinerja  instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari 

masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana di-

tuangkan dalam rencana kerja kinerja, pengukuran capaian sasaran kinerja 

program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran 

tahun 2021 mengalami perubahan  sebagai berikut: 

 

1. Realisasi Capaian Kinerja IKU satpol PP dan Damkar  Tahun 2021 

sebagai berikut : 

 

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Sasaran  Trategis 

Peningkatan ketentraman dan ketertipan umum serta perlindungan 

masyarakat 

 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

                        Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Satpol PP dan Damkar 

Kabupaten Solok adalah adalah Ketentraman dan ketertiban umum 

masyarakat dan pemadam kebakaran, hasil Tingkat Kepuasan Pelayanan 

Publik yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dilakukan 

dengan penyebaran Kuisoner pada masyarakat yang memperoleh pelayanan 

oleh Satpol PP dan Damkar yang dilakukan pada Bulan September s/d Oktober 

2021. Hasil survey pelayanan yang diberikan dikatakan  Sangat Baik, unsur 

pelayanan tertinggi diperoleh oleh unsur biaya/tarif  yaitu unsur persyaratan 

sangat mudah diakses dan tidak memerlukan biaya. 
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A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI 

          Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP dan 

Damkar dapat diukur dengan Formulasi Pengukuran IKM : 

                           Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan 

              Realisasi pencapaian target IKM tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.1 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1.1 
Indeks Kepuasan Aparatur (IKM) 

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Persentase 

capaian 
1. Indeks Kepuasaan Masyarakat 

(IKM) 
3,24 3,58 110% 

                            Sumber data; Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 

              Tingkat Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dengan  

capaian kinerja melebihi target  dari target 3,24 dengan realisasi 3,58 atau 

capaian 110%. 

     Berikut tabel nilai interval Tingkat Kinerja penyelenggaraan pelayanan Satpol 

PP dan Damkar Kabupaten Solok  tahun 2021, hasil survey menunjukan bahwa 

harapan dan kebutuhan pelayanan yang dilakukan Satpol PP dan Damkar 

memperlihatkan pendapat dari masyarakat dalam perolehan pelayanan dari 

aparatur  penyelenggara pelayanan publik dikatakan sangat ‘’ BAIK’’ 

Nilai Unsur pelayanan tahun 2021 dengan pencapaian nilai sebesar 3,58 dari 

taget 3,24  pencapaian 110%. Pencapain Nilai IKM yang sangat Baik diperoleh 

dengan memperbaiki kriterian Pelayanan, berikut tabel Ninai Persepsi IKM,Nilai 

Interval, Nilai konversi IKM, Mutu Pelayananan kinerja unit pelayanan sebagai 

berikut : 
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                                             Tabel 3.1.3 

                      Nilai Persepsi,Nilai Interval IKM,Nilai Konversi IKM,Mutu Pelayanan dan 
Kinerja Unit Pelayanan 

 

Nilai 
Persepsi 

Nilai Interval IKM Nilai Interval 
Konversi IKM 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja 
Unit 

Pelayanan 
1 1,00 – 2,5996 25-64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang 

Baik 

3 3,0644-3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,53224-4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

 

Beriku ini adalah Nilai Unsur Pelayanan yang dicapai oleh Satuan Polisi  

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 pada 

tabel 3.1.4 berikut : 

                                                             Tabel 3,1.4 
                                                Nilai Unsur Pelayanan 

No NILAI UNSUR PELAYANAN NILAI IKM 

1. Persyaratan 3,25 

 Sistem,Mekanisme dan prosedur 3,75 

 Waktu penyelesaian 3,75 

 Biaya/tarif 4,00 

 Produk spesifikasi jenis layanan 3,25 

 Kompetensi pelaksana 3,38 

 Perilaku pelaksana 3,53 

 Sarana dan prasarana 3,25 

 Penanganan pengaduan, saran dan 
masukan 

3,50 

                           Nilai rata-rata 3,58 

                            Sumber data: Satpol PP dan Damkar tahun 2021 

 

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN 

KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BERARAPA TAHUN  

TERAKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT 

DALAM RPJMD/RENSTRA      
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 Indikator Indek Kepuasan Masyarakat ini merupakan   Indikator kinerja 

Daerah pada RPJMD tahun 2021-2016 dan dituangkan pada Renstra OPD  

tahun 2021-2026.  Indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat (IKM) ini baru 

tahun 1 (pertama) Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tahun 

2021-2026, Perkembangan capaian terget kinerja Indeks Kepuasan   

Masyarakat  belum dapat di tampilkan karena pada periode Rasntra tahun 

2016 -2021 belum menjadi indiktor kinerja utama OPD.   

 

C. ANALISA  PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA DAN SOLUSI YANG      
DILAKUKAN  

                 Realisasi capaian kinerja melebihi dari target, namum pelaksanaan 

kegiatan Pelayanan oleh Unit Kerja masih belum maksimal berikut Faktor-

faktor  Penghambat peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat : 

- Masih kurangnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan Survey  

kepuasan masyarakat 

- Masih kurangnya pemamfaatan Teknologi informasi dalam pelayanan 

Publik terhadap masyarakat. 

 

Solusi Untuk meningkat pencapai kinerja menjadi lebih baik lagi dan 

memaksimalkan Pelayanan pada masyarakat perlu dilakukan : 

- Melakukan perbaikan-perbaikan baik kuantitas maupun kualitas SDM  

pada Satpol PP dan Damkar 

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang (Gedung, kendaraan dan 

Prasarana kantor) dalam upaya memberikan Pelayanan. 

 

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN   SUMBER 

DAYA 

                             Pelayanan Publik yang efektif jika masyarakat memperoleh layanan 

dengan  mudah dengan prosedur yang tidak berbalit-belit, cepat dan 

memuaskan. Berikut faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi 

pelayanan : 

1. Struktur Organisasi yang menerapkan tingkat pembagian kerja dan  

komponen Struktur organisasi yang mempengaruhi kualitas pelayanan. 
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2. Kemampuan SDM Aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam 

melakukan pelayanan 

3. Meningkatkan sistim informasi pelayanan publik. 

 

     Untuk meningkatkan efisiensi menjamin terselenggaranya Pelayanan 

terhadap masyarakat dengan menggunakan Sumber daya yang tersedia 

secara optimal dan bertanggung jawab dan tranparansi. 

 

E.  PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA 

             Sasaran Stategis   Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 

masyarakat serta      perlindungan  masyarakat dengan Indikator kinerja Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM), Pencapaian target Indikator ini dengan 

dukungan Program dan kegiatan pada tabel 3.1.5 sebagai beriku : 
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Tabel 3.1.5 

Program dan kegiatan indikator sasaran 1  

Peningkatan Kerentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

kinerja 

Kinerja Keuangan 

Target  Realisasi  % Program dan 
kegiatan 

Pagu dana Realisasi 
% ca-
paian 

1 Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Peningkatan 
Ketentraman 
dan 
ketertiaban 
umum serta 
perlindungan 
masyarakat 
 
 
 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
 
 
 

3,24 
 
 
 
 
 

3,58 
 

110% 
 
 

Program: Pening-
katan dan kea-
manan dan ken-
yamanan ling-
kungan  
• Kegiatan: Pe-

nanganan 
gangguan 
ketentraman 
dan 
ketertiban 
umum dalam 
1 (satu) 
kabupaten/ 
kota 

 
 

 
 
 
 
 
2.440.339.450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.148.497.152 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
95,94% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capaian Indikator 110%    95,94% 

Tingkat efisiensi 157%     

Tingkat Efektifitas 133%     
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F. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN /PERBAIKAN 

                     Rencana Tindak Perbaikan untuk Peningkatan pencapaian terget  

Indikator kinerja  Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi lebih baik lagi dengan 

melakukan : 

Meningkatkan pelayanan Publik terutama meningkatkan perilaku petugas 

dalam melaksaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penegak Perda dan Perkada 

serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat. 

 

2. Indikator Persentase Penegakan Perda 

          Penegakan Perda yang dilakukan oleh  Satpol PP dan Damkar Kabupaten 

Solok yaitu menekankan  pada penegakan Ketentraman dan ketertiban umum 

masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Solok. 

A.    PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI      

                Persentase Penegakan Perda dapat diukur dengan Formulasi  Pengukuran    

kinerja sebagai berikut : 

                   Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan  X 100%  
Jumlah seluruh pelanggaran Perda yang dilaporkan  
  

                     80       x 100%  = 100% 
                     80 
 

          Realisasi pencapaian target Persentase Penegakan Perda tahun 2021 

dapat dililat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2.1 
Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Persentase 

capaian 
2. Persentase Penegakan  PERDA   100 100 100% 

             Sumber data: Satpol PP dan Damkar 2021 

            Dari tabel diatas didapat realisasi pencapaian target kinerja pada tahun 2021 

sebesar 100% 

             Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan pada Satpol PP  dan Damkar Tahun 

2021 Sebanyak 80 Pelanggaran dan semua pelanggaran tersebut dapat 

diselaikan  dengan penertiban Non Yustisial dengan capaian kinerja 100%. 

jadi Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2021 adalah 100%.  
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B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN 

KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BERARAPA TAHUN 

TERAKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT 

DALAM RPJMD / RENSTRA.     

             Perkembangan capaian target kinerja Indikator Persentase Penegakan Perda  

dapat dilihat pada tabel  3.2.2 berikut : 
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                                                                                                                          Tabel 3.2.2 
Perkembangan  Indikator Kinerja Utama  Tahun 2017 s/d 2021 

No Indikator Kinerja Satuan 

Target  Realisasi  % Capaian  Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2017 2018 
 

2019 
2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Persentase 

penegakan Perda 
% 100 100 100 100 100 70 70 88,67 93 100 70% 70% 

 

88,67

% 

93% 100% 100 100% 
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              Perkembangan targer kinerja  Penegakan Perda pada tahun -tahun sebelumya 

sebagai berikut  

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2017 dan 2018  capaian kinerja 

70%. 

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2019 capaian kinerja 87%. 

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2020 capaian kinerja 93% 

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2021 capaian kinerja 100%. 

 

 Persentase Capaian Penegakan Perda dapat dilihat  pada Gambar 3.1  

 

                                                                     Gambar 3.1 
                                                   Persentase Penegakan Perda  

 

              Bentuk-bentuk Pelanggaran Perda dan Perkada serta Gangguan Trantibum  

(Ketentraman ketertiban umum)  yang terjadi dalam tahun 2021: 

Bentuk – bentuk pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2021 sebagai berikut : 

1. Masih terdapatnya masyarakat yang tidak mengindahkan Perda Ketentra-

man dan ketertiban umum Nomor 9 Tahun 2019  seperti Indikasi penyakit 

masyarakat ( perbatan asusila) 

2. Pengembangan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengem-

bang sebelum izin pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dae-

rah  (Perbup Nomor 38 tahun 2018 tentang Mekanisme penyelenggaraan  

izin pemamfaatan ruang) 

2017
2018

2019
2020

202170%

70%

87%

93%

100%

1 2 3 4 5

Persentase Capaian Penegakan Perda

Tahun persentase
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3. Penertiban bangunan tanpa izin /IMB  (Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang 

Bangunan Gedung) 

4. Penertiban pelajar yang berkeliaran pada saat jam pelajaran. 

Gangguan Trantibum (Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat) 

Disamping melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Dae-

rah dan Peraturan Kepala Daerah lainya, Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pedamam kabakaran juga melakukan penertiban terhadap gangguan ke-

tentraman dan  ketertiban umum masyarakat dalam tahun 2021 masih  masa 

pandemi Covid-19. Berikut penertiban yang dilakukan : 

1. Penertiban pelajar yang berkeliaran pada saat jam pelajaran dirumah 

2. Melakukan Penertiban terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan 

protokol kesehatan pencegahan penanggulangan Covid-19 (Tidak me-

makai masker, mengindari kerumunan dan sering cuci tangan ) dengan 

melakukan sosialisi dan penertiban ke Pasar-pasar dan tempat-tempat ob-

jek wisata serta tempat keramaian lainya sesuai dengan Keputusan Gu-

bernur Sumatera Barat Nomor 360-235-2020 tentang Penetapan status 

daruat wabah corona virus Disesase 2019. 

3. Melaksanakan penertiban dan pengawasan penerapan Tatanan Hidup 

Baru (New Normal) yang produktif dari Covid-19 sesuai dengan Instruksi 

Bupati Solok Nomor 300/89/Satpol PP Damkar-2020 tentang Tatanan ke-

hidupan New Normal 

4. Melakukan penertiban dan pengawasan penerpan hukum Protokol 

kesehatan terhadap masyarakat sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2020 

tentang Adaptasi kebiasaan hidup baru dalam pencegahan dan 

pengendalian Corona virus disease 2019. 

5. Melaksanakan penertiban papan Iklan/spanduk yang tidak sesuai aturan 

di Wilayah Kabupaten Solok. 

Upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam 

mengurangi pelanggaran Perda dan Perkada adalah dengan pemberian 

teguran Lisan bagi para pelanggar dan pemberian teguran tertulis berupa 

surat pernyataan bagi para pelajar yang terjaring penertiban dan 

memberikan pembinaan dan sosialisasi Perda pada masyarakat. 
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C. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG 

DILAKUKAN 

Secara umum pencapaian kinerja Pesentase Penegakan Perda sudah sangat 

Baik,  Nanum Pelaksanaan penertiban masih belum optimal atau masih belum 

maksimal hal ini disebabkan oleh antara lain: 

1. Masih kurangnya kapasitas dan SDM aparatur  Satpol PP dalam 

melaksanakan tugas dan Fungsi 

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan 

Daerah yang berlaku 

3. Masih rendahnya Aparatur yang mendapat pelatihan dasar dan Diklat 

PPNS 

4. Masih belum terbentuknya Sekretariat Bersama PPNS Kabupaten Solok 

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional Satgas Pol 

PP. 

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Persentase 

Penegakan Perda antara lain : 

1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Damkar dengan 

melakukan pembinaan, pelatihan dan pendidikan 

2. Melakukan sosialisasi (Perda Trantibum) sebagai Payung Hukum bagi 

aparatur Satpol PP dan Damkar dalam  melaksanakan tugas 

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama bersama TNI dan Polri dan OPD 

terkait dalam melaksnakan Penegakan Peraturan Daerah 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional Satpol PP 

5. Tahun 2021 masih dalam masa pandemi Covid-19 Satpol PP dan Damkar 

meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam rangka pengawasan 

penerapan Hukum protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di wilayah 

kabupsten Solok. 

D. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIEN PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Efektifitas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Persentase Penegakan 

Perda di kabupaten Solok dilakukan dengan : 

1. Meningkatkan Pelaksanaan Patroli pada daerah yang dianggap rawan/ 

berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 

2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait 
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3. Melaksnakan pembinaan dan sosialisasi pada para pelanggar Perda dan 

Perkada bersama dengan SKPD terkait 

4. Meningkatkan  kerjasama dengan TNI dan Polri dalam Pelaksanaan Patroli 

Penyakit  Masyarakat. 

Dan melakukan efisiensi terhadap sumber daya Pol PP antara lain : 

1. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang 

operasional Satgas Pol PP 

2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan PPNS Satpol PP dalam 

Penegakan Peraturan Daerah dan pencegahan tindakan kriminal. 

 

E. PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA  

Program dan Kegiatan serta anggaran penunjang untuk pencapaian target 

Sasaran Strategis   Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 

serta      perlindungan  masyarakat dengan Indikator kinerja Persentase Penegkan 

Perda terlihat pada tabel 3.2.3  berikut: 

 

 

 

 

  

 



LKJIP Satpol PP dan DAMKAR 38 
 

                                                                                                                            Tabel 3.2.3 
Program dan kegiatan indikator sasaran 1  

Peningkatan Terentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

kinerja 

Kinerja 
Keuangan 

Target  Realisasi  % 
Program dan kegiatan Pagu dana Realisasi % capaian 

1 Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan Publik 

Peningkatan 
Ketentraman dan 
ketertiaban umum 
serta 
perlindungan 
masyarakat 
 
 
 

 
Persentase  
Penegakan 
Perda 
 
 
 
 

 
100 
 

 
100 
 
 
 
 
 
 

 
100% 
 
 
 

Program: Peningkatan 
dan keamanan dan ken-
yamanan lingkungan  
Kegiatan: Penanganan 
gangguan ketentraman 
dan ketertiban umum 
dalam 1 (satu) 
kabupaten/ kota 
Sub kegiatan    
Pencegahan gangguan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
melalui deteksi dini, 
cegah dini, Pembinaan, 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan Patroli.                     
Kerjasama antar 
lembaga dan kemitraan 
dalam teknik 
Pencegahan dan 
penanganan gangguan 
ketentraman dan 
ketertiban umun        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.372.288.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.437.450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.118.875.652 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

442.435.250 

 
 
 
 
 
94,53 
 
 
 
 
 
 
 
 89,32% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99,74% 
 

Capaian Indikator 100%    94,53% 

Tingkat efisiensi 98%     

Tingkat Efektifitas 100%     

Sumber data :  Satpol PP dan Damkar tahun 2021
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F. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN 

Rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan untuk peningkatan 

kinerja Persentase Penegakan  Perda sebagai berikut : 

1. Perlu Penambahan Kendaraan Patroli yang handal yang sesuai stndar SOP 

megingat luas wilayah kabupaten Solok 

2. Memaksimalkan Sarana dan Prasarana yang ada dan meningkatkan 

koodinasi dengan OPD terkait 

3. Meningkatkan Fungsi Kasi Trantib Kecamatan sebagai Ek offisio Satpol PP. 

 

3 .  Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 

       Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Solok dalam 

menciptakan suatu kondisi yang aman, tentram dan tertib berupaya 

melakukan pembinaan dan pendataan  terhadap Satuan Tugas Perlindungan 

Masyarakat atau Satlinmas yang berada pada Nagari di seluruh Kecamatan se 

kabupaten Solok. 

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI 

Persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat diatas didapat 

capaian kinerja sebasar 88,64%  dengan Formulasi pengukuran :        

                       Jumlah linmas yang ada     x 100% 
                          Jumlah target linmas 

                       656   x 100%  = 88,64% 
                       740 

 

Realisasi pencapaian target Persentase Cakupan Petugas Perlindungan 

Masyarakat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut : 

. 

                                                     Tabel 3.3.1 

Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Persentase 

capaian 
3. Persentase Cakupan Petugas 

Perlindungan Masyarakat (limnas) 
87,97 88,64 88,64% 

              Sumber data :Satpol PP dan Damkar tahun 2021 
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Dari tabel diatas dijelaskan bahwa capaian  terget kinerja Persentase 

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat telah mencapai target yang 

ditetapkan. 

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN 

KINERJA TAHUN INI DDENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN 

TERAHKIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT 

DALAM RPJMD /RENSTRA 

                               Perbandingan Penegakan Perda pada tahun -tahun sebelumya  

sebagai berikut : 

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2017 dan 2018  capaian kinerja 

70%. 

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2019 capaian kinerja 87%. 

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2020 capaian kinerja 93% 

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2021 capaian kinerja 100%. 

Perkembangan capaian kinerja Persentase Cakupan Petugas Perlindungan 

Masyarakat dilihat pada tabel  3.3.2 berikut : 
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                                                                                                                    Tabel 3.3.2 
Perkembangan  Indikator Kinerja Utama  Tahun 2017 s/d 2021 

(Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat) 

No Indikator Kinerja Satuan 

Target  Realisasi  % Capaian  Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2017 2018 
 

2019 
2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

3 

Persentase 

cakupan petugas 

perlindungan 

masyarakat 

% 

61,89 61,89 80 80 87,97 61,89 61,89 85,40 87,90 88,51 61,89 61,89 85,40 87,97 88,64 88,64 88,64% 
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        Dari tabel  diatas dapat digambarkan pencapaian kinerja pada gambar  3.2 

berikut : 

  

                                                          Gambar 3.2 
                    Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyakat 

 

 

 

 

C. ANALISIS PENYEBAB HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA DAN SOLUSI 

YANG DILAKUKAN 

Capaian kinerja sasaran strategis Peningkatan ketentraman dan ketertibsn 

umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Indikator kinerja Cakupan 

Petugas Perlindungan Masyarakat diukur dengan terkendalinya 

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, namun pelaksanaan 

belum terlaksana maksimal, Hal-hal yang menghambat capaian kinerja : 

1. Masih kurangnya Rekrumen anggota Satlinmas Nagari 

2. Adanya anggota Satlinmas Nagari yang meninggal dan usia sudah lanjut 

3. Kurangnya motifasi Pemerintah Nagari untuk penambahan anngota 

Satlinmas Nagari sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. 

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Cakupan 

Petugas  Pelindungan masyarakat : 

1. Meningkatkan kapasitas SDM Satlinmas Nagari dengan Pembinaan dan 

Penyluhan. 
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61,89% 61,89% 85,30% 87,97% 88,64%
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2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari agar melakukan 

perekrutan anggota  Linmas baru di Nagari. 

  

D. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Untuk meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan pada 

masyarakat perlu melakukan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dengan 

melakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota linmas 

untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi melalui pengetahuan, 

keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota 

Satlinmas.  

 

E. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA  

Program dan kegiatan penujanag capaian kinerja Sasaran strategis yaitu 

Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindunagn 

masyarakat dengan indikator  sasaran Persentase  Cakupan Petugas 

perlindungan Masyarakat sebagaimana pada tabel 3.3.4 berikut : 
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Tabel 3.3.4 
Program dan kegiatan indikator sasaran  

Peningkatan Terentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

kinerja 

Kinerja Keuangan 

Target  Realisasi  % Program dan 
kegiatan 

Pagu dana Realisasi 
% ca-
paian 

1 Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Peningkatan 
Ketentraman 
dan 
ketertiaban 
umum serta 
perlindungan 
masyarakat 
 
 

 

 
Persentase 
Cakupan 
Petugas 
Perlindungan 
masyarakat 
 

(651 org) 
87,97% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(656 org) 
88,64% 
 
 
 
 
 
 

 
88,64% 

Program: Pen-
ingkatan dan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan  
Kegiatan: Pe-
nanganan 
gangguan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
dalam 1 (satu) 
kabupaten/ kota 
Sug kegiatan 
Pemberdayaan 
Perlindungan 
masyarakat 
dalam 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.613.500 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.296.250 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98,76% 
 
 

Capaian Indikator 88,64%    98,64% 

Tingkat efisiensi 94%     

Tingkat Efektifitas 100%     
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F. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN 

Rencana tindak lanjut Peningkatan capaian kinerja Cakupan Petugas 

perlindungan Masyarakat dengan melakukan : 

1. Peningkatan sinergitas yang terjalin dengan baik antara Satpol PP 

dengan anggota Satlinmas Nagari 

2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan Nagari dan Kasi 

Trantib Kecamatan 

3. Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi terhadap Anggota Satlinmas 

nagari tentang Tugas dan Fungsi linmas Nagari 

Serta meningkatkan peran linmas dalam pelaksanaan perlindungan 

masyarakat di Nagari. 

    

 

 

Tujuan Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 

Sasaran Strategis 

Meningkatnya  Ketahanan Masyarakat terhadap bahaya 

kebakaran 

4. Indikator kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Bencana 

kebakaran dalam Kabupaten/Kota 

    Pelayanan penanganan kejadian kebakaran yang dilakukan 

Pemadam kebakaran kabupaten Solok pada tahun 2021  yang dilakukan 

dalam wilayah Manajemen kebakaran (WMK) kabupaten Solok. 

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA INI  

Persentase Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran dalam kabupaten/Kota 

merupakan tahun 1 Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2021-2026 

dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar  100%. Formulasi Pengukuran 

sebagai berikut : 

                  Jumlah Pos Pelayanan kebakaran yang ada    x 100% 
                   Penanganan kebakaran dalam WMK 

                   44,44     x 100%  =   100% 
                   44,44 

Realisasi Pencapaian Kinerja Persentase Pelayanan bencana kebakaran 

dalam Kabupaten/Kota terlihat pada tabel 3.4.1 berikut : 
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                                                                 Tabel 3.4.1 

Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Persentase 

capaian 
4. Persentase Cakupan Pelayanan 

bencana kebakaran kabupaten /kota 
44,44 44,44 100% 

              Sumber Data: Satpol PP dan Damkatr tahun 2021 

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pada  tahun 2021 capaian 

indikator kinerja sudah sesuai dengan terget uang telah ditetapkan 

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN 

KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN 

TERKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT 

DALAM RPJMD/RENSTRA 

                                 Perbandingan capaian kinerja cakupan pelayanan bencana  

kebakaran   dalam kab/kota dari tahun 2017 s/d 2020 terllihat pada tabel 

3.4.2 sebagai berikut : 
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                                                                                                                      Tabel 3.4.2 
Perkembangan  Indikator Kinerja Utama  Tahun 2017 s/d 2021 

 

Sumber data: Satpol PP dan Damkar tahun 2021 

 

Dari tabel diatas didapat bahwa perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase  cakupan pelayanan bencana kebakaran   dalam 

kab/kota tahun 2017 s/d 2021  rata-rata capaian sebersar 100%. 

 

No Indikator Kinerja Satuan 

Target  Realisasi  % Capaian  Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2017 2018 
 

2019 
2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

4 

Persentase 

Cakupan 

Pelayanan 

bencana 

kebakaran dalam 

kabupaten /kota 

% 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 100% 
100

% 
100% 100% 100% 100% 100 % 
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Tabel 3.4.3 
Program dan kegiatan indikator sasaran  

Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

kinerja 

Kinerja 
Keuangan 

Target  Real-
isasi  

% 
Program dan kegiatan Pagu dana Realisasi % capaian 

1  

Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Mening-

katnya 

ketahanan 

masyarakat 

terhadap 

bahaya 

kebakaran 
 

Persentase 
Cakupan 
Pelayanan 
bencana 
kebakaran 
dalam 
Kabupaten/Kota 

100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program: 
Pencegahan, Penanggulangan, 
Penyelamatan kebakaran dan 
Penyelamatan Non Kebakaran 
 
Kegiatan : 
Pencegahan, Pengendalian, 
Penyelamatan,dan Penanganan 
bahan Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam 
Kabupaten/Kota 
 
Sub Kegiatan : 
Pemadaman dan pengendalian 
Kebakaran dalam Kabupaten/ 
Kota 

 
 

 
 
 

2.166.482.500 
 
 
 
 
 
 
2.166.482.500 
 

 
 
 
 
 
2.033.576.367 

 
 

 
 
 
 
2.033.576.367 
 

 

 

 
 

93,87% 
 
 
 
 
 

 
93,87% 

  

Capaian Indikator 100%    93,87% 

Tingkat efisiensi 97%     

Tingkat Efektifitas 100%     
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C. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN PERBAIKAN 

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ungtuk memperbaiki 

kinerja Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam Kabupaten/ Kota 

sebagai kerikut : 

1. Perlu penambahan kendaraan armada pemadam kebakaran serta Pos 

Pelayanan Kebakaran sesuai dengan WMK (9 wilayah) 

2. Meningkatkan kualitas Aparatur Satlinmas Pemadam Kebakaran  

3. Meningkatkan kualitas apatur Pemadam kebakaran Meningkatkan 

Pendidikan dan Pelatiah teknis  satuan tugas Pemadamm kebakaran 

secara bertahap dan Kontinu. 

 

    D.   Persentase Tingkat Waktu tanggap (response time rate)    daerah layanan 

manajemen kebakaran (WMK) 

Rata – rata waktu tingkat tanggap penanganan kejadian kebaran yang dihitung 

dari resepon laporan dari masyarakat sampai dengan sampai di lokasi 

kejadian kebakaran yaitu sebesar 5 Menit dari targat SOP 10 Manit (100%). 

 

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN TREALISASI KINERJA TAHUN INI 

             Realisasi pencapaian target indikator kinerja Persentase Tingkat Waktu 

tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK) 

sebesar 150 % dengan formulasi pengukuran : 

                                                            

 

 Target- (realisasi-target)   
X 100% 

              Target  

10-(5-10) 100 = 15 X 100 = 150% 
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                 ealisasi pencapaian kinerja terlihat pada tabel 3.5.1 sebagai berikut : 

  

                                                    Tabel 3.5.1 

Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Persentase 

capaian 
5. Persentase Tingkat waktu tanggap ( 

response time rate) daerah layanan 

wilayah manajemen kebakaran  

(WMK) 

100 150 150% 

             Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kab.solok tahun 2021 

Berdasarkan tabel diatas pencapaian target kinerja sudah melebihi dari 

target yang ditetapkan. 

 

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN 

KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN 

TERKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM 

RPJMD / RENSTRA 

              Perkembangan capaian target kinerja Persentase Tingkat Waktu tanggap 

(response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK) pada tabel 

3.5.2 berikut : 
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                                                                                                                 Tabel 3.5.2 
Perkembangan  Indikator Kinerja Utama  Tahun 2017 s/d 2021 

No Indikator Kinerja Satuan 

Target  Realisasi  % Capaian  Target 

2021 

Renstra 

% Capaian 

Renstra 2017 2018 
 

2019 
2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

5 

Persentase Tingkat 
waktu tanggap ( 

response time rate) 
daerah layanan 

wilayah 
manajemen 

kebakaran  (WMK) 

% 100 100 100 100 100 75 75 86 120 150 75 75 86 120 150% 150 150% 



LKJIP Satpol PP dan DAMKAR 52 
 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Tingkat Waktu tanggap 

(response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten 

Solok rata-rata mengalami peningkatan pencapaian kinerja sebesar 13 menit. 

 

       C.   ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA 

SOLUSI  YANG DILAKUKAN 

                      Capaian Kinerja   dengan indikator Persentase   Tingkat waktu tanggap                  

( response  time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran  (WMK). 

        Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencapaian kinerja  didukung oleh  

1. Telah  adanya tersedia Alat Pemadam Api (APAR) pada tempat/gedung                  

walaupun belum semua tempat/gedung yang mempunyai APAR 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kejadian kebakaran 

pada tiap Nagari. 

                    Namun secara keseluruhan pelayanan penanganan kejadian kebakaran masih  belum 

maksimal. 

 
                   Hal-hal  penyebab belum maksimalnya pelayanan penanganan kejadian kebakaran           

sebagai berikut : 

1. Jarak Kejadian kebakaran yang cukup jauh dari pos pelayanan kebakaran   / WMK 

2. Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak  sebanding 

dengan pos pelayanan kebakaran yang ada (4 WMK yang terbentuk) dari seluruh 

WMK 9 wilayah  

3. Jarak tempuh atau kondisi jalan yang rusak dan tidak bisa ditempuh dengan                  

kecepatan maksimal sesuai dengan SPM (1-5 menit per kilo meter) 

4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.   

 

 

                   Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja  

  

1. Melakukan pengembangan luas wilayah manajemen kebakaran  

2. Penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional pencegahan  dan pe-

nanggulangan bahaya kebakaran  

3. Meningkatkan kualitas aparatur Satgas Pemadam kebakaran  

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penanganan kebakaran dengan   

membentuk relawan kebakaran di nagari se kabupaten Solok. 
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D.   ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

                  Untuk  peningkatan pencapaian target kinerja Persentase   Tingkat waktu       

tanggap ( response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran  (WMK) 

dilakukan dengan lebih mengoptimalkan sumber daya yang tersedia  dengan 

melakukan  

1. Meningkatkan pencegahan dini bahaya kebakaran dengan melakukan  sosialisasi,  

simulasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat 

2. Peningkatan pemeliharaan  sarana dan prasarana pendukung pemadam kebakaran 

3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan Satgas pemadam  kebakaran. 

 

E.  PROGRAM  DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA 

          Program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis dengan indikator kinerja 

Tingkat waktu tanggap ( response time rate) daerah layanan wilayah manajemen 

kebakaran  (WMK) pada tabel 5.5.5 berikut : 
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Tabel 3.5.5 
Program dan kegiatan indikator sasaran 2 

Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

kinerja 

Kinerja 
Keuangan 

Target  Realisasi  % 
Program dan kegiatan Pagu dana Realisasi % capaian 

1  

Meningkatnya 
kualitas 
Pelayanan 
Publik 

Mening-

katnya 

ketahanan 

masyarakat 

terhadap 

bahaya 

kebakaran 
 

 
Persentase 
Tingkat 
waktu 
tanggap ( 
response 
time rate) 
daerah 
layanan 
wilayah 
manajemen 
kebakaran  
(WMK) 

 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
150 

 
 
 
 
150% 

Program: 
Pencegahan, Penanggulangan, 
Penyelamatan kebakaran dan 
Penyelamatan Non Kebakaran 
 
Kegiatan : 
Pencegahan, Pengendalian, 
Penyelamatan,dan Penanganan 
bahan Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam Kabupaten/Kota 
 
Sub Kegiatan : 
Pemberdayaan masyarakat dalam 
pencegahan kebakaran melaui 
Sosialisasi dan edukasi masyarakat 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
26.440.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
26.414.200 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
99,90% 

  

Capaian Indikator 150%    96,88% 

Tingkat efisiensi 100%     

Tingkat Efektifitas 97%     

          Sumber data : Satpol PP dan Dammar kab.Solok tahun 2021 
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F. RENCANA TINDAK LANJUT  PENINGKATAN/ PERBAIKAN 

Frencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja  akan  melakukan sebagai 

berikut: 

1.  Perlu penambahan kendaraan armada pemadam kebakaran sesuai 

dengan WMK   (9 wilayah) 

2. Memaksimalkan Kondisi yang ada secara efektifitas dan Efisien  

3. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemadam Kebakaran sesuai dengan 

standar  kualifikasi 

4.  Meningkatkan pendidikan dan Pelatihan teknis Satuan tugas Pemadam                      

kebakaran secara bertahap dan berkelanjutan . 

 

Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja SKPD 

Saran  Strategis 

 Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum 

dan  Pemadam kebakaran 

 

                  6.      Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 

                     Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja ini baru tahun pertama pada 

Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang 

sebelumya belum periode Renstra 2016-2020 belum menjadi indikator kinerja 

OPD. 

                     Nilai Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Pemadam kebakaran kabupaten 

Solok untuk Tahun 2021 belum diketahui  nilainya karena untuk  penilaian 

tahun 2021 masih dalam proses penyusunan laporan LKjIP dan penyiapan 

dokumen Sakip tahun 2021. 

 

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN TREALISASI KINERJA TAHUN INI 

Berikut tabel capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD Satpol PP dan 

Damkar tahun 2021 sebagai kerikut: 

                                                                                        Tabel 3.6.1 

Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Persentase 

capaian 
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Satpol PP dan Damkar 
77 (BB) NA NA 
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas 

Kinerja SKPD tahun 2021 belum diketahui  nilainya karena masih dalam proses 

penyusunan LKjIP dan Dokumen SAKIP tahun 2021. Adapun nanti hasil formulasi 

pengukuran kinerja Akuntabilitas Kinerja SKPD ini adalah :   Jumlah Nilai 

Akuntabilitas Kinerja SKPD        yang diperoleh dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Solok. 

                                                                           

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN 

KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERKHIR 

SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD / 

RENSTRA 

           Realisasi Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD belum dapat 

ditampilkan karena belum tersedia target pembanding dari tahun 2017 s/d 

2020 karena belum menjadi indikator Utama kinerja OPD.  

                                  Berikut adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang diperoleh Satpol PP dan 

Damkar  Kabupaten Solok dari tahun 2017 s/d 2020 : 

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2017 sebesar 70,89% kategori BB 

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2018 sebesar 75,64% kategori BB 

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2019 sebesar 72,42% kategori BB 

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2020 sebesar 77,91% kategori BB. 

Untuk lebih jelasnya nilai capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan 

Damkar Kabupaten Solok dari tahun 2017 s/d 2020 dilihat pada Gambar 3.3 

berikut: 

 

                                                                                 Gambar 3.3 

Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar 
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C. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA 

SOLUSI YANG DILAKUKAN 

Secara keseluruhan hasil penilaian  kinerja Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan 

Damkar dari tahu 2017 s/d 2020 dikategorikan Sangat Baik. Akan tetapi masih 

ada faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain : 

1. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi   informasi secara 

berkala 

2. Rencana aksi yang masih belum terlaksana secara maksimal. 

3. Pengumpulan data kinerja belum secara berkala. 

Solusi yangakan dilakukan : 

1. Melakukan perbaikan pengukuran kinerja 

2. Meningkatkan budaya kerja yang positif bagi ASN Satpol PP dan Damkar 

3. Memaksimalkan sumber daya yang ada. 

4. Meningkatkan pengumpukan data  dokumen kinerja secara berkala. 

 

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Efisiensi dalam penyelenggaraan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 

dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja pada Instansi 

Pemerintah dengan memamfaatkan potensi dan aneka ragam sumber daya 

pada Satpol PP dan Damkar kabupaten Solok. 

 

E. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA 

Program, kegiatan dan Sub kegiatan penujang Sasaran Meningkatnya kualitas 

pelayanan ketentraman ketertiban umum  dan pemadam kebakaran dengan 

70,89%
75,63% 72,42%

77,91%

BB BB BB BB
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Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tabel 3.6.2 dengan 

pencapaian realisasi Nilai Akuntabilitas kinerja keadaan tahun 2020 sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.6.2 
                                                                                                                                         Proram dan kegiatan Indikator Sasaran 3 
                                                                                       Meningkatnya kualitas Pelayanan Ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran 

 

 
 

Tujuan Sasaran 
Indikator 

kinerja 

Kinerja 
Keuangan 

Target  Real-
isasi  

% 
Program dan kegiatan Pagu dana Realisasi % capaian 

1  

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
dan Kinerja 
Birokrasi 

Mening-

katnya 

kualitas 

Pelayanan 

ketentraman, 

ketertiban 

umum dan 

pemadam 

kebakaran 
 

Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 

 

(BB) 77 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,91 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,91 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program: 
Penunjang urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/kota 
Kegiatan : 
Perencanaan,Penganggaran dan 
evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          
Sub kegiatan :                      
Koordinasi dan penyusunan 
laporan capaian kinerja dan 
ihktisar realisasi kinerja SKPD 
 
 

 
 
 
 

79.312.000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

79.244.500 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

99,91 

 
 

 
 

Capaian Indikator 77,91%    99,91% 

Tingkat efisiensi 88,91%     

Tingkat Efektifitas 100%     
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F. LANJUT  PENINGKATAN/ PERBAIKAN 

Untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja dilakukan rencana tindak lanjut 

yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan penyajian informasi lapooran melalui teknologi informasi 

2. Meningkatkan mekanisme pengumpulan data kinerja dan rencana aksi 

secara berkala (Bulanan, Triwulan dan Semester) 

3. Peningkatkan kegiatan sesuai dengan rencana aksi. 

7.Indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur 

          Tingkat capaian kinerja  penyelenggaraan pelayanan  kesekretariatan yang 

dilakukan oleh sekretariat Satpol PP dan Damkar terhadap apatur   pada bidang 

Penegakan Perda, bidang Ketentraman dan ketertiban umum, bidang  Perlindungan 

masyarakat dan bidang Pemadam kebakaran. 

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN TREALISASI KINERJA TAHUN INI 

Berikut tabel capaian kinerja Indeks Kepuasan Aparatur  Satpol PP dan Damkar 

tahun 2021  terlihat pada tabel 3.7.1 berikut : 

                                                                          Tabel 3.7.1 

                        Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Persentase 

capaian 
7. Indexs Kepuasan Aparatur 2,51 3,69 147% 

                             Sumber data: Satpol PP dan Damkar tahun 2021 

                                    Dari tabel diatas dilelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Indeks kepuasan  

Aparatur sebesar 3,69% atau 147 %. Formulasi pengukuran kinerja : 

                                                                  Nilai Rata-rata unsur pelayanan kesekretariatan 

                                     Capaian kinerja  Indeks kepuasan apatur tahun 2021 adalah 3,69 dengan     

kategori ‘’SANGAT BAIK.’’   Berikut tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai 

Konversi dan Mutu Pelayanan unit kerja pada tabel 3.7.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.7.2 
Nilai Persepsi,Nilai Interval IKM,Nilai Konversi IKM,Mutu Pelayanan dan Kinerja 

Unit Pelayanan 
Nilai 

Persepsi 
Nilai Interval 

IKM 
Nilai Interval 
Konversi IKM 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja Unit 
Pelayanan 

1 1,00 – 2,5996 25-64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644-3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,53224-4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik 
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                               Beriku ini adlah Nilai Unsur Pelayanan yang dicapai oleh Satpol PP dan Damkar 

kabupen Solok tahun 2021 pada tabel 3.7.3   berikut: 

                                                                                         Tabel 3.7.3 
                                        Nilai Unsur Pelayanan Kesekretariatan 

No NILAI UNSUR PELAYANAN  NILAI IKM 

1. Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK 
yang diperlukan untuk menunjang kelancaran 
administrasi dan kegiatan bidang 

3,25 

2. Bidang Sekretariat dapat menyediakan Barang 
cetakan sebagai penunjangkegiatan bidang  

3,75 

3. Sarana dan Prasarana untuk penunjang 
kegiatan sudah mencukupi (laptop, kendaraan 
operasinal dll) 

3,75 

4. Kebersihasilan  dan kenyamanan kantor sudah 
baik 

4,00 

5. Akses Bidang Sekretariat dapat menyediakan 
ATK yang diperlukan untuk menunjang 
kelancaran administrasi dan kegiatan bidang 
sekretariat  sebagai penunjang utama kegiatan 
harian sudah baik 

3,25 

6. Pelayanan terhadap pengurusan administrasi 
kepegawaian (naik pangkat gaji berkala dll) 
ASN dapat terpenuhi dengan baik 

3,38 

7. Pengurusan surat menyurat sudah berjalan 
dengan baik 

3,53 

8. Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat 
baik 

3,25 

9. Kecepatan waktu pemberitahauan informasi 
baik (urusan umum, kepegawaian, 
perencanaan dan keuangan) 

3,50 

10. Fasilitas ruang rapat sudah baik 3,25 

11.                           Nilai rata-rata 3,69 

 

 

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA 

TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERKHIR SERTA 

TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD / RENSTRA 

                                             Indikator kinerja indeks kepuasan Aparatur merupakan tahun pertama 

Renstra 2021-2026, pada periode Renstra sebelumnya 2016-2021  Indikator 

kinerja indeks kepuasan aparatur ini belum ada. Jadi belum ada pembanding 

capaian kinerja tahun 2017 s/d 2020.-  
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C.  ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA 

SOLUSI YANG DILAKUKAN 

                            Secara keseluruhan capaian  Kinerja Indeks kepuasan aparatur kesekretariatan 

Satpol PP  dan Damkar dikategorikan   Sangat Baik akan tetapi masih ada             

faktor -faktor penghambat pencapaian  kinerja agar menjadi lebih baik lagi antara 

lain: 

1. Masih kurangnya SDM aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan 

2.   Masih kurangnya manajemen aparatur dalam pemeliharaan  

2. Keterbatasan aparatur dalam mengoperasionalkan komputer  

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap bidang-bidang 

 

             Solusi yang dilakukan : 

                            1.Meningkatkan kepasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan 

                            2.Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur 

              3.Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengoperasinalkan komputer 

              4.Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan. 

 

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

                             Untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja Indeks Kepuasan 

Aparatur perlu melakukan   Efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap 

aparatur pada bidang-bidang  dengan memperhatikan aspek hubungan  dan tata 

kerja pada Instansi pemerintah dengan memamfaatkan potensi dan aneka ragam 

sumber daya  pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok.       

                             

E. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA 

                          Program, kegiatan dan Sub kegiatan penujang Sasaran Meningkatnya 

kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum  dan pemadam kebakaran dengan 

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur pada tabel 3.6.3  tahun 2021 sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.6.3 
                                                                                                                                         Proram dan kegiatan Indikator Sasaran 3 
                                                                                       Meningkatnya kualitas Pelayanan Ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran 

 

 
 

Tujuan Sasaran 
Indikator 

kinerja 

Kinerja 
Keuangan 

Target  Real-
isasi  

% 
Program dan kegiatan Pagu dana Realisasi % capaian 

1  

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
dan Kinerja 
Birokrasi 

Mening-

katnya 

kualitas 

Pelayanan 

ketentraman, 

ketertiban 

umum dan 

pemadam 

kebakaran 

 

 
 
 
Indeks 
Kepuasan 
Aparatur 
 

 
 
 
 
2,51% 

 
 
 
 
3,69 

 
 
 
 
147% 

Program: 
Penunjang urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/kota 
Kegiatan: 
Administrasi umum perangkat 
daerah 
Sub Kegiatan: 
Penyediaan komponen instalasi 
listrik penerangan bangunan 
kantor    
Sub Kegiatan                                     
Penyediaan logistik kantor      
Sub Kegiatan                                   
Penyediaan barang cetak dan 
penggandaan    
Sub kegiatan 
Penyelenggaraann rapat 
koordinasi dan Konslrasi SKPD                                        
Kegiatan : 
Penyediaan jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 
Sub kegiatan 
Penyediaan jasa suarat 
menyurat 
Sub kegiatan  
Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 
Kegiatan :Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Sub kegiatan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.482.500 
 

35.967.000 
 

18.154.500 
 
 
 

88.004.500 
 
 
 
 

1.800.000 
 
 

 
50.338.152 

 
 
 

2.192.922.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.480.000 
 

35.916.750 
 

18.154.500 
 
 
 

75.516.810 
 
 
 
 

1.800.000 
 
 
 

28.559.929 
 
 
 

2.059.990.567 

 

 

 

 
 
 

 
 

99,94 
 

99,86 
 

100% 
 
 
 

85,81% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

56,74% 
 
 
 
 

93,87 
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Penyediaan jasa pemeliharaan , 
biaya pemeliharaan, Pajak dan 
perizinan kendaraan 
operasional atau lapangan 
Sub kegiatan  
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
gedung kantor dan bangunan 
lainya 
Sub kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
sarana dan prasarana gedung 
kantor atau bangunan lainya 
 

 
 

 
222.650.000 

 
 
 

5.739.000 
 
 
 
12.210.000 
 
 
 
 
 

 
 
 

207.972.250 
 
 
 

5.739.000 
 
 
 
12.210.000 

 
 

93,41% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

Capaian Indikator 147%    92,96% 

Tingkat efisiensi 119,980%     

Tingkat Efektifitas 100%     
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F. Rencana tindak lanjut 

1.  Menyusun dan mengidentifikasi rencana kebutuhan barang untuk bidang-

bidang 

2. Meningkatkan mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan 

bidang. 

 

4. REALISASI ANGGARAN  

 

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

kabupaten Solok menganggarkan anggaran Belanja sebesar 

Rp.9.381.731.130 ( Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta  

tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah). Anggaran 

tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program 9 Kegiatan 21 Sub 

Kegiatan seperti tersaji dalam tabel 3.10  dibawah ini: 

 

                                                                  Tabel 3.10 
                                                         Realisasi anggaran  

No  
Urusan/ 

Bidang/Program 
kegiatan 

Indikator kinerja 
Program/ 
Kegiatan  

Target Realisasi 

Kinerja 
 

Anggaran 
 

Kinerja 
 

anggaran 
 

 Urusan Pemerintahan 
Bidang Ketentraman 
dan ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

 

100% 
9.381.731.130 

 
90,68 8.507.810.536 

I Program Pelayanan 
Aministrasi Per-
kantoran 

Persentase 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

100% 
4.748.469.180 

 
99,91% 

4.291.322.817 
 

 Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
terlaksananya 
perencanaan, 
penganggaran 
dan evaluasi 
kinerja 
perangkat daera 

100% 

79312.000 99,91% 79.244.500 

1  
Koordinasi dan 
penyusunan laporan 
capaian kinerja dan ihtisar 
realisasi   kinerja SKPD 

Jumlah Dolkumen 
laporan capaian 
kinerja dan ihtiar 
realisasi kinerja 
SKPD 

4 
Dokumen 

 
79.312.000 

4 
Dokumen 

79.244.500 

 Administrasi keuangan 
perangkat daerah 

 Persentase 
terpenuhinya 

100% 4.217.761.528 
 

89,62% 
3.780.029.078 
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administrasi 
keuangan   

2 Penyediaan Gaji dan 
tunjangan ASN 

Jumlah orang 
yang menerima 
gaji dan 
tunjangan 

42 Orang 

4.217.761.538 42 orang 
3.780.029.078 

 

 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 
terlaksananya 
administrasi 
umum 
perangkat 
daerah 

- 

- - - 

3 Pengadaan Pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

Jumlah  Pakaian 
dinas beserta 
atribut 
kelengkapannya 

- 

- - - 

 Administrasi umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
terlaksananya 
administrasi 
umum 
perangkat 
daerah 

100% 

146.608.500 
 

96,18% 
 

134.068.060 
 
 

4 Penyediaan komponen 
Instalasi 
ListrikPenerangan 
bangunan kantor 

Jumlah paket 
komponen 
Instalasi 
ListrikPeneranga
n bangunan 
kantor 

7 paket 

4.480.000 7 Paket 4.480.000 

5 Penyediaan bahan 
logistik kantor 

Jumlah paket 
bahan logistik 
kantor 

57 Paket 
35.967.000 57 Paket 35.916.750 

6 Penyediaan barang 
cetakan dan  
Penggandaan 

Jmlah Paket 
barang cdetakan 
dan penggandaan 

5 paket 
18.154.500 5 Paket 18.154.500 

7 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 
SKPD 

12 
laporan 

 
 

88.004.500 
12 

laporan 
75.516.810 

 Kegiatan Pengadaan 
barang Milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintah Daerah  

Persentase 
pengadaan 
barang milik 
daerah 

100% 

10.250.000 96,59% 9.900.000 

8 Pengadaan sarana dan 
prasarana kantor atau 
bangunan lainnya 

1 Unit Komputer 100% 
10.250.000 1 Unit 9.900.000 

 Penyediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Persentase 
Penyediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintah 
daerah 

100% 

53.938.152 
 

85,58% 
32,159.929 

 

9  
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

Jmlah laporan 
surat menyurat 

12 laporan 
 

1.800.000 
 

12 laporan 
 

1.800.000 

10 Penyediaan jasa komu-
nikasi, sumber daya air 
dan listrik 

Jumlah laporan 
Penyediaan jasa 
komunikasi, sum-
ber daya air dan 
listrik 

12 laporan 

50.338.152 12 laporan 28.559.929 

11 Penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor 

Jumlah laporan 
jasa pelayanan 
umum kantor 

1 laporan 
1.800.000 1 laporan 1.800.000 

 Pemeliharaan barang 
milik daerah  

Persentase 
Pemeliharaan 
barang milik 
daerah 

100% 
 

240.599.000 
97,80% 225.921.250 
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12 Penyediaan jasa 
pemeliharaan dan per-
izinan kendaraan di-
nas/operasional 

Jumlah 
kendaraan yang 
dipelihara dan 
dibayuarkan 
pajaknya 

18 unit 

222.650.000,-  18 Unit 207.972.250 

13 Pemeliharaan 
/rehabilitasi Gedung 
kantor dan bangunan 
lainya 

Jumlah  unit 
sarana dan 
prasarana yang 
disediakan 

12 
laporan 

5.739.000 
12 

laporan 
5.739.000 

13 Penyediaan alat tulis 
kantor 

Jumlah laporan 
penyediaan alat 
tulis kantor 

12 
laporan 19.090.560 

12 
laporan 

19.089.725 

14 Pemeliharaan/reha-
bilitasi sarana dan 
prasarana gedung 
kantor atau bangunan 
lainya 

Jumlah unit 
sarana dan 
prasarana  yang 
dipelihara 

5 unit 

8.000.000 5 unit 100% 

II Program 
Peningkatan 
Ketentraman 
ketertiban umum 

Persentase 
Penanganan 
Pelanggaran 
Perda dan 
Perkada 

100% 

2.440.339.45
0 

95,94 
2.186.497.152 

 

 Penanganan Gangguan 
Ketentraman dan 
ketertiban umum 
dalan 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
penanganan 
pelanggaran 
Perda dan 
Perkada 

100% 
 

2.440.339.45
0 

100% 
2.186.497.152 

 
 

15 Pencegahan Gangguan 
ketentraman fdan 
ketertiban umum 
melalui deteksi dini, 
cegah dini, 
Pembinaan, 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan Patroli, 
Pengamanan dan 
Pengawalan 

Jumlah kasus 
gangguan 
ketentraman 
dan ketertiban 
umum yang 
didicegah 
melalui Deteksi 
dini,cegah dini, 
Pembinaan 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan 
Patroli, 
Pengamanan 
dan 
Pengawalan 

8 kasus 

2.372.288.50
0 

8 kasus 2.118.875.652 

16 Pemberdayaan 
Perlindungan 
masyarakat dalam 
rangka ketentraman 
dan ketertiban umum  

Jumlah 
dokumen yg 
membuat hasil 
pemberdayaan 
masyarakat 

2 
dokumen 

25.613.500 
2 

dokumen 
25.296.250 

17 Peningkatan kapasitas 
SDM Satuan Polisi 
Pamong Praja dan 
Satyuan Perlindungan 
Masyarakat termasuk 
dalam pelaksanaan 
tugas yang bernuansa 
Hak Azazi Manusia 

Jumlah SDM 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 
dan Satuan 
Perlindungan 
Masyarkat yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

- 

- - - 

18 Kerja sama antar  
lembaga kemitraan 
dalam teknik 
Pencegahan dan 
Penanganan Gangguan 

Jumlah 
dokumen hasil 
pelaksanaan 
kerja sama atar 
lembaga dan 

1 
Dokumen 

42.437.450 
1 

Dokumen 
42.235.250 
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Ketentraman dan 
ketertiban umum 

kemitraan 
dalam teknik 
pencegahan 
kejahatan 

19 Pengadaan dan 
Pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
Ketentraman dan 
Ketertiban umum 

Jumlah sarana 
dan prasarana 
yang Trantibum 
yang tersedia 

- 

- - - 

III Program 
Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

Persentase 
Penanganan 
kebakaran, 
evakuasi 
kebakaran dan 
Non kebakaran 

100% 

2.192.922.50
0 

 
96,88 

2.059.990.567 
 

 Pencegahan, 
Pengendalian  
Pemadaman, 
Penyelamatan dan 
Penanganan bahan 
berbahaya dan 
beracun kebakaran 
dalam 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Penanganan 
kejadian 
kebakaran 
dalam 
Kabupaten/Kot
a 

10-0% 

2.166.482.50
0 

93,87 2.033.576.367 

20 Pemadaman, dan 
Pengendalian 
kebakaran dalam 
Kab/Kota 

Jumlah laporan 
kejadian 
kebakaran 

40 
2.166.482.50

0 
64 kali 2.033.576.367 

 Pemberdayaan 
masyarakat dalam 
pencegahan 
kebakaran 

Persentase 
pencegahan 
kebakaran 

100% 

26.440.000 99,90 26.414.200 

21 Pemberdayaan 
masyarakat dalam 
pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran melalui 
Sosialisasi dan 
Edukasi Masyarakat 

Jumlah Warga 
Masyarakat 
yang 
mendapatkan 
Sosialisasi, 
edukasi 
Penanggulanga
n kebakaran 

256 
orang 

26.440.000 
256 
orang 

26.414.200 
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                                                                             BAB IV 
   PENUTUP 

 

              Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggung 

jawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2021 yang dilengkapi dengan 

ringkasan capian kinerja, LKjIP juga merupakan media sebagai pengambilan 

keputusan dan kebijakan pihak-pihak terkait dalam melakukan instropeksi dan 

Refleksi dalam membuat langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang, LKjIP juga 

menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran dalam mengemban tugas yang diberikan Kepala Daerah dan 

juga selanjutnya LKjIP digunakan untuk perbaikan program dan kegiatan serta 

penyusunan Renja tahun berikutnya. 

A. Kesimpulan  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam kebakaran Kabupaten Solok masih menemukan beberapa 

permasalahan  yang di hadapi antara lain : 

1. Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap peratuarn perundang-

undangan  serta kesadaran dalam memelihara Ketentraman dan 

ketertiban di lingkungannya. 

2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan 

penaggulangan kebakaran. 

3. Belum Optimalnya sarana dan prasarana operasional Satpol PP dan 

Operasional Pemadam kebakaran. 

4. Belum sebandingnya personil PPNS dengan jumlah penduduk. 

5. Masih rendahnya kualitas sumberdaya anggota Linmas. 

6. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemadam kebakaran yang 

bersertifikasi Pemadam kebakaran. 

7. Sarana dan Prasaran yang kurang memadai. 

B. Saran-saran / Rekomendasi 

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dalam 

bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan 

masyarakat serta pemadam kebakaran yang diemban Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam kebakaran   perlu  kiranya memperkuat kapasitas 
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organisasi sehingga dapat lebih efektif  mengendalikan pelaksanaan 

penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan 

masyarakat serta pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Solok 

2. Kedepannya pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih 

ditingkatkan sesuai denga target indikator kinerja yang ditetapkan. 

3. Untuk lebih meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 

kedepanya perlu Peningkatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah terhadap masyarakat, Lembaga Pemerintahan, Badan Hukum 

dan apatur.  

4. Peningkatan kinerja profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Damkar dengan pelatihan Teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM apa-

ratur yang handal, professional serta menguasai Teknologi Informasi dan 

pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penambahan 

aparatur PPNS  untuk lebih memperlancar kegiatan penyidikan baik secara 

yustisi maupun non yustisi 

5. Peningkatan kasitas sumberdaya apatur Linmas dengan melakukan 

Pembinaan, pelatihan terhadap tugas dan fungsinya. 

6. Adanya kesepakatan /MOU antar kabupaten /kota dalam  penanganan ke-

jadian bencana dan kebakaran dan juga perlu adanya MOU dalam penanganan 

Tibumtramas dengan daerah tetangga sehinggga terbentuk koordinasi ta-

takerja yang harmonis antar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keba-

karan. 

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang operasional ketentraman dan 

ketertiban umum masyarakat dan Pemadam kebakaran. 
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Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan yang berkaitan dengan 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 sehingga dapat dijadikan pe-

doman dalam pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian 

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok. 

  
Arosuka,     Pebruari   2022 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran Kab.Solok 

                    ELAFKI, SPd.MM 
        NIP.196911122000121002 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
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PERJANJIAN  KINERJA  TAHUN  2021 

Dalam rangka mewujutkan manajemen pemerintahan  yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi  pada hasil,  kami yang bertanda tangan 

dibawah ini: 

Nama              : ALKAMRA ADLIS,SH.MM 

Jabatan           :  Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran     Kabupaten Solok 

Selanjutnya disebut pihak Pertama 

Nama               : EPYARDI ASDA,M.Mar 

Jabatan            : BUPATI SOLOK 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujutdkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai  lampiran perjanjian  ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian   kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

                                                                                       Arosuka,    November 2021 

PIHAK KEDUA 

 

 

H.EPYARDI ASDA,M.Mar 

PIHAK PERTAMA 

 

ALKAMRA ADLIS,SH.MM 

NIP. 19700708 199203 1008 
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PERJANJIAN  KINERJA  TAHUN  2021 

UNIT KERJA SATUAN  POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 

KEBAKARAN 

 

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Peningkatan ketentraman 

dan ketertiban umum 

masyarakat serta 

perlindungan  masyarakat 

 

Meningkatnya ketahanan 

masyarakat terhadap 

bahaya kebakaran 

 

 

 

 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan ketentraman, 

ketertiban umum dan 

pemadam kebakaran 

- Indeks Kepuasan Masyarakat 

- Persentase Penegakan Perda 

- Persentase Cakupan Petugas 

Perlindungan masyarakat 

 

- Persentase Cakupan pelayanan 

bencana kebakaran dalam 

kabupoaten/kota 

- Persentase Tingkat Waktu 

Tanggap 

     (response time rate) daerah 

layanan  Wilayah Manajemen 

Kebakaran (WMK) 

 

- Nilai Akuntabilitas Kinerja 

- Indeks kepuasan aparatur 

3,24 

100 

87,97 

 

 

44,44 

 

 

100 

 

 

 

(BB) 77 

2,51 

 

Kegiatan:  

No Program  Anggaran 

1  Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp. 4.748.469.180.- 

2  Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 2.440.339.450.- 

3  Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Non Kebakaran 

Rp. 2.192.922.500.- 

 

                                                                                          Arosuka,    November  2021 

 

BUPATI SOLOK 

 

 

                  H.EPYARDI ASDA,M.Mar 

Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran 

 

 
ALKAMRA ADLIS,SH.MM 

        NIP. 19700708 199203 1008 
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